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ABSTRAK

: Implementasi Sertifikasi “Pasti Pas!” Pertamina di Kota 
Palembang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

: Robin Yustial Pangidoan Sitanggang

Judul Skripsi

Nama

: 02053100028NIM

Era perdagangan bebas sekarang memaksa Pertamina melakukan pembenahan 
dengan mengeluarkan Program Sertifikasi “Pasti Pas!” di retail SPBU-nya sebagai 
jaminan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen. Di Kota Palembang hanya 
sebagian SPBU yang telah mendapatkan sertifikasi tersebut, sebagian lagi belum 
mendapatkan sertifikasi “Pasti Pas!”. SPBU “Pasti Pas!” saja masih belum mampu 
melayani konsumen dengan baik. Ini berarti, belum semua SPBU Pertamina dapat 
menjamin melayani konsumen sesuai dengan harkatnya. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur 
mendapatkan Sertifikasi “Pasti Pas!” tersebut, serta mengetahui pelaksanaan program 
tersebut dalam kenyataan di lapangan, apakah telah mampu melayani dan 
meningkatkan harkat konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis empiris, mendapatkan data primer dari data di lapangan, observasi, 
wawancara dengan narasumber terkait, serta kuesioner secara simple random 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa dalam mendapatkan 
sertifikasi “Pasti Pas!”, SPBU harus melalui beberapa tahapan audit dari auditor 
independen bertaraf internasional PT. Intertek Indonesia. Serta hasil yang diperoleh 
adalah bahwa pelaksanaan program sertifikasi tersebut telah beijalan dengan baik di 
Kota Palembang, hanya masih terdapat beberapa konsumen yang masih belum 
merasa puas terhadap elemen program tersebut. Ini pertanda bahwa Pertamina harus 
lebih konsisten dalam melayani konsumen, khususnya konsumen Kota Palembang.

Kata Kunci: Pertamina, Sertifikasi, Konsumen

xvii



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perdagangan dan industri tumbuh dan berkembang semakin kompleks 

akhir-akhir ini termasuk industri minyak dan gas bumi. Industri Minyak dan Gas 

Bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal 

pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun 

sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal 

mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang 

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi 

lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga 

mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut 

memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan 

usaha Migas Nasional mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU 

No.44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.8 

Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) sudah

1



2

tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di 

masa yang akan datang. 1

Pengelolaan Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dilakukan oleh PT. 

Pertamina. PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki 

Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 

Desember 1957. PT Pertamina berstatus BUMN bertugas melayani kebutuhan energi 

dalam negeri dengan mengelola kegiatan operasi yang terintegrasi di sektor minyak, 

gas, dan panas bumi.2 Dengan UU yang baru tersebut, peran ‘istimewa’ Pertamina 

telah dihilangkan, peran khusus Pertamina sebagai pengatur, operator tunggal, dan 

pengelola sumber alam di Indonesia pun telah berakhir. Dengan undang-undang 

tersebut, Pertamina hanya menjadi pemain biasa di sektor Migas. Fungsi regulator

kini dilakukan oleh badan pelaksana. BP Migas untuk sektor hulu dan Badan 

Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk sektor hilir. 3

Perubahan hukum dan undang-undang di Indonesia telah menumbuhkan suatu 

pola bisnis baru yang menyebabkan masuknya pesaing di sektor pemasaran dalam 

negeri seperti Shell, Petronas dan beberapa perusahaan lainnya di bisnis retail BBM. 

Masuknya perusahaan migas kelas dunia tersebut membuat Pertamina tidak lagi 

memonopoli pasar retail BBM di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, konsumen di 

Indonesia telah memiliki pilihan selain Pertamina, dan tentunya konsumen akan

http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/generalinfo/about_us.html diakses tanggal 20 
Januari 2009 diakses tanggal 4 Maret 2009

* http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina diakses tanggal 4 Maret 2009
http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3010&Itemid=340 diakses tanggal 4 Maret 2009

I

http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/generalinfo/about_us.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina
http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3010&Itemid=3


3

memilih SPBU dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Pertamina melakukan 

perbaikan dan peningkatan pada SPBU yang menjual produk Pertamina agar bertahan 

dalam persaingan ketat tersebut. 4

Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan pada 20 Juli 

2006 dengan 2 (dua) tema besar yakni fundamental dan bisnis. Pertamina melakukan 

transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi Retail Outlet SPBU. Upaya yang 

dilakukan dalam perubahan tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU 

Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan istilah

diterapkan guna untuk 

meningkatkan angka laba perusahaan. Program ini merupakan standar baru yang 

diterapkan untuk seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) 

Pertamina di seluruh Indonesia kepada konsumen baik dari segi pelayanan, jaminan 

kualitas dan kuantitas termasuk kenyamanan di lingkungan SPBU.

SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak mendapatkan

Pertamina Way. Dari segi bisnis, Pertamina Way

Sertifikasi “Pasti Pas!” -yang pada tanggal 16 Juni 2007 di Jakarta secara resmi

diluncurkan oleh Pertamina- setelah dinyatakan lolos oleh auditor independen 

bertaraf Internasional Bureau Veritas dan pada pertengahan tahun 2008 berganti 

auditor independen internasional dari Intertek, secara konsisten melakukan audit 

reguler. Penjabaran Pertamina Way adalah:

4http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3174&Itemid=3
40 diakses tanggal 4 Maret 2009

http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3174&Itemid=3
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a. Staf yang terlatih dan bermotivasi: meliputi penampilan, pelayanan 

pelanggan, dan penanganan keluhan,

b. Jaminan kualitas dan kuantitas: meliputi jaminan ketepatan takaran dan mutu

BBM yang dijual,

c. Pengetahuan produk: meliputi penawaran produk dan pelayanan tambahan 

yang selaras dengan strategi Pertamina,

d. Format fisik yang konsisten: meliputi tampilan visual yang sesuai dengan

standar dan strategi Pertamina,

e. Peralatan yang terawat baik: meliputi perawatan, preventive maintenance,

breakdown maintenance.

Para pelanggan juga dibekali dengan informasi mengenai hak konsumen yang 

terpampang. Yaitu mendapatkan 3 S (Senyum, Salam, dan Sapa), sebelum pengisian 

BBM mesin tera menunjukkan angka 0 (nol), mendapatkan bukti pembayaran, dan 

mendapatkan penanganan yang baik terhadap keluhan yang diajukan ke pihak SPBU. 

Bila hak tersebut terpenuhi, maka pelanggan tinggal menekan tombol customer 

satisfaction.5 Hasil survei Tim Transformasi Pertamina menunjukkan bahwa dari 

sekian banyak fasilitas dan pelayanan yang tersedia di seluruh SPBU Pertamina, 

terdapat tiga hal yang paling banyak diinginkan oleh pelanggan jika berkunjung ke 

SPBU Pertamina adalah jaminan takaran dan mutu BBM yang dijual, kualitas

http://www.pertamina.com/index.php?option=com content&task=view&id=3195&Itemid=6 
68 diakses tanggal 5 Maret 2009

http://www.pertamina.com/index.php?option=com
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bersih. Untuk itu, perhatian difokuskan untukpelayanan, serta toilet yang 

memperbaiki ketiga hal tersebut. 6

Di Indonesia, terdapat 3.156 unit SPBU7 yang sudah beroperasi dan yang

telah mendapatkan sertifikasi berjumlah 1906 unit SPBU. Khusus untuk Kota 

Palembang hingga bulan Juni 2009 terdapat 35 unit SPBU dan yang telah bertahan 

mendapatkan sertifikasi hanya ada 17 unit SPBU9. Dari angka tersebut dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa di Kota Palembang hanya 48,6% unit SPBU saja yang telah 

mendapatkan sertifikasi, dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih sering 

ditemukan masyarakat Kota Palembang yang merasakan dampak langsung dari 

tindakan SPBU yang ‘nakal’ tersebut, dimana jaminan takaran dan mutu BBM yang 

dijual, kualitas pelayanan, serta toilet yang bersih seperti yang telah dijanjikan oleh 

Pertamina belum terimplementasikan dengan baik, padahal telah mendapatkan 

sertifikasi dari Pertamina. Dan dari angka tersebut membuktikan juga bahwa ternyata 

masih lebih banyak SPBU Pertamina yang belum bersertifikasi “Pasti Pas!” di Kota 

Palembang daripada yang telah memperoleh sertifikasi, sudah tentu berarti banyak 

SPBU Pertamina yang secara kualitas dan kuantitas BBM yang belum teijamin 

kebenarannya serta terlihat bahwa Pertamina belum mampu melayani masyarakat 

dengan baik. Hal demikian juga yang membuat Pertamina terkesan sangat terlambat,

8

6http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3010&Itemid=3
40 diakses tanggal 4 Maret 2009

7http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2812&Itemid=5
93 diakses tanggal 19 Januari 2009

8 Bertahan maksudnya adalah bahwa SPBU itu hingga bulan Juni 2009 tidak bermasalah 
dengan syarat berkala auditor internasional independen.

9 Disarikan dari hasil wawancara dengan Sales Representative PT. Pertamina Bpk. Ristra 
bertempat di Kantor UPMS Region II Sumbagsel Palembang, pada tanggal 2 Juni 2009.

http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3010&Itemid=3
http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2812&Itemid=5
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Pertamina selaku BUMN untuk melayani masyarakatnya sendiri harus terlebih

dari konsekuensi pasar perdagangan bebas yaitu

karena

dahulu mendapat ‘desakan’ 

masuknya kompetitor asing ke negeri ini, baru Pertamina dengan senus melayani

masyarakatnya.

Konsumen hingga saat ini masih sering dijadikan sebagai obyek, baik oleh 

pelaku usaha maupun pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari peraturan perundang- 

undangan yang ada, di mana undang-undang yang menjadi jaminan kepastian hukum 

bagi konsumen baru terbentuk pada tahun 1999 yaitu Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan mulai berlaku setahun 

kemudian pada tanggal 20 april 2000, padahal Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen telah dirumuskan sejak 1980.10

Berdasarkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, dalam 

Bab IV, Pasal 8 ayat 1 UUPK dikatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang- undangan,

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya.

Melihat dari bunyi UU di atas secara logika jelas bahwa seluruh SPBU Pertamina 

bersertifikasi “Pasti Pas!” yang ‘nakal’ dan SPBU Pertamina yang belum 

bersertifikasi telah melanggar undang-undang yang berlaku. Pertamina dan/atau

10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Penerbit PT. 
Gramedia, 2004, hlm 57
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SPBU Pertamina sebagai pelaku usaha, yang terpenting harus menjamin kuantitas 

kualitas BBM karena itu hukumnya wajib, persoalan perilaku seseorang 

dalam melayani konsumen dengan sapaan, senyum dan ramah itu persoalan strategi

maupun

pemasaran saja.

Tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK (butir c dan d) telah 

tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen dalam 

memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya 

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.11 

Hubungan interdependensi yang ada antara pelaku usaha dan konsumen dalam

perdagangan, praktis bergeser ke arah dependensi konsumen terhadap dunia usaha. 

Dalam hal konsumen menerima segala sesuatu dari kalangan dunia usaha sebagai 

sesuatu yang “given ”, baik informasi, jenis dan macam produk, kualitas produk, dan 

lain-lain, praktis daya tawar konsumen semakin lemah. Kekuatan pasar sedemikian 

rupa menjadikan nasib konsumen semakin terpuruk. Semua ini bisa dilihat dari 

semena-menanya para pelaku usaha memperdayakan konsumen dengan mutu barang 

atau jasa yang rendah, tidak transparannya informasi mengenai barang dan jasa yang 

dijual, serta pelayanan yang tidak optimal. Dalam praktek perdagangan yang

http.V/fh.unisma.ac.id/index.php?option-com_content&task=view&id=45&Itemid=6
diakses tanggal 4 Maret 2009

http://http.V/fh.unisma.ac.id/index.php?option-com_content&task=view&id=45&Itemid=6
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merugikan konsumen seperti itu, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada

12
konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku 

usaha yang diduga melakukan kesalahan, karena Undang-undang Perlindungan 

Konsumen juga memberikan beberapa hak bagi konsumen, satu diantaranya seperti 

tertulis dalam Bagian Pertama Pasal 45 angka (1) menyatakan bahwa “setiap 

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Secara teoritis, dapat saja 

gugatan seperti itu dapat diselesaikan, tetapi pada praktek dan kenyataannya tidak 

mudah dilakukan karena berbagai sebab yang bersifat yuridis-politis-sosiologis. Satu 

diantaranya adalah sebagian besar konsumen Indonesia enggan berpekara ke 

pengadilan, padahal telah (sangat) dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini 

bukanlah karena mereka tidak sadar hukum, dan lebih didasarkan pada: tidak jelasnya 

norma-norma perlindungan konsumen, praktek peradilan kita yang tidak lagi 

sederhana, cepat dan biaya ringan, serta sikap menghindari konflik meskipun hak- 

haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha. 13

Perlu diingat bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan menjadi harapan

12 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instumen-lnstrumen Hukumnya, Bandung: 
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 2

13 Ibid, hlm 9

I
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bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu 

lain mempunyai keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha 

dan pemerintah sebagai pengatur. Dalam pembangunan di bidang ekonomi, 

pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan perlindungan agar 

tercipta iklim yang sehat dan perkembangan dunia usaha khususnya dunia 

perdagangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 

1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat terlindungi secara hukum14 serta 

akan memberikan dukungan konstitusional dan yuridis terciptanya pertumbuhan 

usaha yang sehat pula dalam kehidupan perekonomian nasional dan menciptakan 

persaingan yang sehat pula bagi perdagangan nasional, regional, maupun global.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis bermaksud meneliti dan 

membahas tentang Sertifikasi “Pasti Pas!” yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina yang 

kemudian penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI

sama

SERTIFIKASI “PASTI PAS!” PT. PERTAMINA DI KOTA PALEMBANG

(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN)”

B. Permasalahan

Berkaitan dengan judul dan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permaslahan bagi penulis untuk dibahas adalah:

14 http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod-browse&op=Tead&id=jiptumm-gdl-sl-2002-widyarini-
5118-eksonerasi&q=G lobai diakses tanggal 4 Maret 2009

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod-browse&op=Tead&id=jiptumm-gdl-sl-2002-widyarini-
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1. Bagaimanakah prosedur dalam mendapatkan Sertifikasi “Pasti Pas! dan PT.

Pertamina?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen SPBU bersertifikasi “Pasti

Pas!“ PT. Pertamina tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses implementasi Sertifikasi “Pasti Pas!”

Pertamina di Kota Palembang, sedangkan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur dan persyaratan

dalam mendapatkan Sertifikasi “Pasti Pas!” dari PT. Pertamina.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari sertifikasi

“Pasti Pas!” tersebut di Kota Palembang dan bagaimana perlindungan hukum 

bagi konsumen SPBU bersertifikasi “Pasti Pas!” PT. Pertamina tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang 

hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai sertifikasi dari 

Pertamina.
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2. Manfaat Praktis, dapat sebagai landasan pemikiran untuk lebih 

meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab para pihak-pihak 

yang terkait, baik dari konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah maka ruang lingkup 

pembahasannya mengacu pada hukum bisnis yaitu bidang hukum perlindungan 

konsumen dengan objek penelitian tentang Sertifikasi “Pasti Pas!” PT. Pertamina, 

dengan penekanan pada implementasinya di Kota Palembang. Hal ini dilakukan agar

analisis terhadap permasalahan menjadi lebih objektif, terarah dan mendalam.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak lepas dari persoalan dimana data 

tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu 

penelitian hukum yang didasarkan atas fakta di lapangan.15 Karena dalam 

penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisa tentang implementasi 

Sertifikasi Pasti Pas!” Pertamina di Kota Palembang. Namun tidak menutup

15 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1986, hlm 52



12

kemungkinan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

sebagai data penunjang atau pelengkap, yang didapatkan berdasarkan data 

sekunder melalui penelusuran suatu peraturan perundang-undangan, literatur- 

literatur, serta bahan-bahan hukum lainnya yang bermaksud menggali dan 

menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang meneliti mengenai gejala hukum

yang hidup di dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini adalah

terdiri dari:

1) Data Primer

Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan 

observasi, wawancara secara terstruktur dengan narasumber, 

serta kuesioner di lapangan.

survei,

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah adalah data pelengkap yang mencakup 

dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dan karya- 

karya ilmiah yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi.
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Data Sekunder dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dengan metode 

observasi lapangan, melakiukan wawancara terstruktur dengan 

narasumber dan melakukan survei secara langsung di lapangan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

• Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang

Standar Nasional Indonesia

• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standarisasi Nasional

• Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Industri Nomor

350/MPP/Kep/12/2001

• Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
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2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, literatur-literatur 

hukum, media cetak, serta media elektronik yang berhubungan 

dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus (hukum), dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam

penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Palembang, yaitu:

1) UPMS (Unit Pemasaran) BBM Retail Region II PT. Pertamina

(Persero) Sumbagsel di Jalan Ahmad Yani 16 Ulu Plaju Palembang

2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komplek Puri 

Demang Raya Blok Edelweis Nomor 1 Pakjo Palembang.

3) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palembang 

sebanyak 5 (lima) unit, yang ditentukan dengan cara sampling, yaitu:
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KodeAlamatNama
______ Pemilik_____
Ishak Yulian Yusuf
Palembang_________
Ir.H.A. Asnawi 
M.EngSc /Asmarudin

Nomor
SPBU

No

IJL. Demang Lebar Daun
Palembang___________

24.301.031

IIJL. Jend. Sudirman24.301.142
Palembang

IIIJL. Jend. Sudirman
Palembang KM.4__________
Jl. Demang Lebar Daun, Kel. 
20 Ilir D.I RT.24 RW.08, 
Kec. IT I Plg

R. Junaidi Ramli24.301.1183

IVH. Romi Herton24.301.1494

VJl. Alang-Alang Lebar
Soekarno - Hatta Palembang

H. Romi Herton24.301.985

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data

sekunder, maka penulis menggunakan metode:

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer

secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat

pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara langsung 

dengan Sales Representatives PT. Pertamina Plaju, Yayasan Lembaga 

Kononsumen Indonesia Kota Palembang dan Pemilik/Pengawas 

SPBU, serta survei dan kuesioner menggunakan teknik pengambilan 

sampel secara simple random sampling di tiap SPBU sampel.
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2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara menulusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap 

buku-buku, makalah seminar dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dianalisis.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan

sistematisasi antara data-data yang diperoleh. Kemudian data-data yang

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu analisis yang disusun secara sistematis dengan menguraikan gambaran 

dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain sehingga 

didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti 

dalam skripsi ini.
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Hasil wawancara dengan Sales Representative PT. Pertamina bertempat di Kantor 
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